WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Probolinggo
Nomor 166 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 serta untuk
mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Probolinggo, diperlukan Rencana Aksi yang
menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Probolinggo tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 590);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);



Menetapkan :

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);
Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 166 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo
Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020
Nomor 166);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022.

Pasal 1

(1) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022

digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Probolinggo.



(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari :

1. 8 (delapan) Area Perubahan meliputi :
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g.
h.

Manajemen Perubahan;
Deregulasi Kebijakan;
Penataan Organisasi;
Penataan Tatalaksana;
Penataan SDM Aparatur;
Penguatan Akuntabilitas;
Penguatan Pengawasan; dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. 20 (dua puluh) Indikator yang harus dipenuhi meliputi;
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qg.

Indeks Kepemimpinan Perubahan Indeks Reformasi Hukum;
Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Kelembagaan;
Indeks SPBE;

Indeks Pengawasan Kearsipan;

Indeks Pengelolaan Keuangan;

Indeks Pengelolaan Aset;

Indeks Profesionalitas ASN;

Indeks Merit System;

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN;

Indeks Pemerintahan Daerah;

Nilai SAKIP;

Indeks Perencanaan Maturitas SPIP;
Kapabilitas APIP;

Opini BPK;

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang &Jasa;
Indeks Pelayanan Publik; dan

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

(3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo

Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota

Probolinggo Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 37)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada
tanggal 30 Agustus 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuajydengan aslinya,
KEPAL IAN HUKUM

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H, M.H.
NIP. 19 \k“ 2009031004




SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2022

Perangkat Jadwal Rencana Aksi Tahun 2022
Area Indikator
No. Kegiatan Rencana Aksi Output Daerah
Perubahan | Keberhasilan Jan | Feb | Mar | April | Mei | Jun | Jul | Ags Sept Okt | Nov | Des
Pengampu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Manajemen (Indeks Pengembangan Membentuk Tim SK Tim | Bag.
Perubahan |Kepemimpinan | dan Penguatan | Reformasi Birokrasi RB Organisasi | + v v
Perubahan nilai-nilai untuk Setda
?O:I?Iil;itkan dan Mengevaluasi Laporan Bag. N N N N
implementasi kesesuaian kinerja Evaluasi Organisasi
perubahan Tim RB dengan Kinerja Setda
(reform); Rencana Aksi Tim RB
Menindaklanjuti hasil Berita Bag.
monitoring dan Acara Organisasi N N N N N N N N ~ ~ ~ N
evaluasi Rencana Aksi Setda
Sosialisasi/ Laporan Bag.
internalisasi Road Map hasil Organisasi v
RB kepada anggota sosialisa Setda
organisasi si
Penguatan  nilai | Merencanakan dan Laporan Bag.
integritas; mengorganisasikan Kegiatan | Organisasi v
PMPRB dengan baik Pembina Setda
an

persiap




an

PMPRB
Mengkomunikasi Berita Bag.
konektivitas PMPRB Acara Organisasi
pada setiap unit kerja Setda
Memberikan pelatihan SK/ Bag.
yang cukup bagi Tim | Surat Organisasi
Asessor PMPRB Tugas Setda
Mengikutsertakan Surat Bag.
pejabat struktural | Keputus | Organisasi
lapis kedua sebagai an Wali | Setda
assessor Kota
Proboli
nggo
Melakukan reviu Laporan Bag.
terhadap kertas kerja reviu Organisasi
asessor kertas Setda
kerja,
,Chek
List LKE
PMPRB
Melaksanakan Berita Bag.
konsensus Acara/ Organisasi
(kesepakatan) sebelum Laporan Setda
menetapkan nilai Kegiatan
PMPRB
Melaksanakan dan Laporan Bag.
mengkomunikasikan Kegiatan | Organisasi
Rencana Aksi Tindak koordina | Setda
Lanjut (RATL) si RATL
Pengembangan Pembentukan SK Bag.
dan Penguatan | kelompok budaya kelom Organisasi
peran agen | kerja pada masing- pok Setda
perubahan dan | masing perangkat budaya




role model; daerah/penunjukan kerja/
agen perubahan (agent | SK AoC
of change/ role model)
Pengembangan Pimpinan tertinggi Laporan Bag.
budaya kerja dan | secara aktif terlibat | kegiatan Organisasi
cara kerja yang | dan berkelanjutan Setda
adaptif dalam | dalam pelaksanaan RB
menyongsong Menyediakan media Laporan Bag.
revolusi industry | komunikasi secara Kegiatan | Organisasi
4.0; regular untuk Setda
mensosialisasikan
tentang RB yang
sedang dan akan
dilakukan
De Indeks Melakukan Melakukan Berita Bag.
regulasi Reformasi identifikasi dan | identifikasi, analisis, Acara/ Hukum
Kebijakan (Hukum pemetaan dan pemetaan Laporan Setda
regulasi lingkup terhadap seluruh Kegiatan
P peraturan perundang-
(menghilangkan undangan yang tidak
overlapping harmonis/ sinkron/
peraturan); bersifat menghambat
Deregulasi aturan | Melakukan audit Laporan Bag.
yang peraturan perundang- audit Hukum
menghambat undangan yang tidak peratur Setda
birokrasi; harmonis/ tidak an per
sinkron/ bersifat | | 40 o-
menghambat undang
an
Indeks Kualitas| Penguatan Sistem | Membuat sistem -Naskah Bag.
Kebijakan Regulasi di | pengendalian Aka Hukum
Daerah; penyusunan peraturan demis Setda
perundangan yang -Berita
mensyaratkan adanya Acara




Rapat Koordinasi, Dan
Naskah Akademis/ doku
kajian/ policy paper, men
dan paraf koordinasi lainnya
Melakukan evaluasi Laporan Bag.
atas pelaksanaan Evaluasi Hukum
sistem  pengendalian imple Setda
penyusunan peraturan mentasi
perundang-undangan sistem
pengen
dalian
penyusu
nan
peratur
an per
undang-
undang
an
Melakukan Melakukan Agenda Bag.
perencanaan perencanaan Setting Hukum
kebijakan  yang | kebijakan yang dan Setda
meliputi agenda | meliputi agenda formula
setting dan setting dan formulasi si
formulasi kebijakan; kebijak
kebijakan; an
Melakukan Melakukan evaluasi Laporan Bag.
evaluasi kemanfaatan hasil Hukum
kemanfaatan kebijakan yang telah Evaluasi Setda
kebijakan  yang | disusun keman
telah disusun faatan
kebijak
an yang
telah

disusun




Penataan
Organisa

si

Indeks

Kelembagaan

Asessment Menyusun kelompok | Perwali Bagian
organisasi jabatan fungsional | Peta Organisasi
berbasis kinerja; yang sesuai dengan | Jabatan | Setda
tugas dan fungsi unit
organisasi
Melakukan evaluasi Laporan Bagian
yang menganalisis evaluasi Organisasi
kesesuaian  struktur | kesesuai | Setda
organisasi dengan an
kinerja yang akan struktur
dihasilkan organisa
si
dengan
kinerja
yang
akan
dihasil
Kan
Restrukturisasi Melakukan Perwali Bagian
(penyederhanaan) penyederhanaan kelemba Organisasi
kelembagaan IP | tingkat struktur gaan Setda
berdasarkan hasil | organisasi
asesmen,;
Membentuk Menyusun desain Perwali Bagian
struktur organisasi yang sesuai kelemba Organisasi
organisasi yang | dengan rencana gaan Setda
tepat fungsi. strategis
Merumuskan Surat Bagian
mekanisme hubungan penugas Organisasi
dan koordinasi antara an Setda
jabatan pimpinan selaku
tinggi (jpt) dengan pengen
kelompok jabatan dali




fungsional yang | teknis
ditetapkan oleh kegiatan
pimpinan instansi
Melakukan pengalihan Surat Bagian
jabatan struktural ke permoho | Organisasi
fungsional sesuai nan Setda
kriteria unit organisasi persetu
yang berpotensi | juan
dialihkan pengalih

an

jabatan
Melakukan evaluasi Laporan Bagian
dalam penilaian evaluasi Organisasi
ketepatan fungsi dan penilai Setda
ketepatan ukuran an
kepada seluruh unit ketepat
organisasi an

fungsi

dan

ketepat

an

ukuran

kepada

seluruh

unit

organisa

si
Melakukan evaluasi Laporan Bagian
yang mengukur evaluasi Organisasi
jenjang organisasi kelemba Setda

gaan
Melakukan evaluasi Laporan Bagian
yang menganalisis evaluasi Organisasi
kemungkinan kelemba | Setda




duplikasi fungsi gaan

Melakukan evaluasi Laporan Bagian
yang menganalisis evaluasi Organisasi
satuan organisasi yang kelemba Setda
berbeda tujuan namun gaan

ditempatkan dalam

suatu kelompok

Melakukan evaluasi Laporan Bagian
yang menganalisis evaluasi Organisasi
kemungkinan adanya | kelemba Setda
pejabat yang melapor gaan/

kepada lebih  dari perwali

seorang atasan

Melakukan evaluasi Laporan Bagian
kesesuaian tugas dan evaluasi Organisasi
fungsi dengan kinerja kelemba Setda

unit  organisasi di gaan/

atasnya perwali

Melakukan evaluasi Laporan Bagian
rentang kendali evaluasi Organisasi
terhadap struktur kelemba Setda
yang langsung berada gaan/

dibawahnya perwali

Melakukan evaluasi Laporan Bagian
atas kesesuaian evaluasi Organisasi
struktur organisasi kelemba Setda
dengan mandat/ gaan/

kewenangan perwali

Melakukan evaluasi Laporan Bagian
yang menganalisis evaluasi Organisasi
kemungkinan kelemba | Setda
tumpang tindih fungsi gaan/nota

dengan instansi lain dinas

hasil




evaluasi

Melakukan evaluasi Nota Bagian
yang menganalisis dinas Organisasi
kemampuan struktur hasil Setda
organisasi untuk | evaluasi
adaptif terhadap
perubahan lingkungan
strategis
4 |Area Indeks Mengintegrasikan Menghimpun data Data Diskominfo
Penataan SPBE Pemanfaatan IT | aplikasi yang akan aplikasi
Tatalaksana dalam tata kelola | diintegrasi yang akan|
Pemerintahan diinterinte
grasikan
Menyelaraskan dan Data Diskominfo
memproses aplikasi aplikasi
yang akan diintegrasi yang akan|
diinterinte
grasikan
Penerapan Tata Membuat Peta Road Diskominfo
Kelola SPBE Rencana (Road Map) Map
SPBE SPBE
Membentuk Tim Laporan Diskominfo
koordinasi SPBE kegiatan
tim
Monitoring dan Laporan Diskominfo
Evaluasi penerapan hasil
SPBE evaluasi
SPBE
Penerapan Menerapkan Laporan Diskominfo
Manajemen SPBE | manajemen SPBE hasil

evaluasi




SPBE

Melaksanakan  audit Laporan Diskominfo
TIK audit
TIK
Penerapan Mengimplementasikan Sertifi Diskominfo
Layanan SPBE tanda tangan kat
elektronik elektro
nik
n.a Penguatan Mengimplementasikan Memini Diskominfo
implementasi Peraturan Komisi malisir
keterbukaan Informasi No. 1 Tahun peluang
informasi publik 2021 tentang Standar sengketa
Layanan Informasi informa
Publik si.
Memaksi | Diskominfo
malkan
peran
dan
fungsi/
bagian
hukum
dalam
pelaksa
naan
keterbu
kaan
informa
si publik
n.a Penguatan Mengimplementasikan [Kajian Diskominfo
Pengelolaan Satu | Peraturan Presiden [Satu Data
Data Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 [Kota
tentang Satu Data [Proboling
Indonesia Go




Standar
Data

Statistik,
Metadata
Statistik

Indeks
pengawasan

kearsipan

Implementasi
Manajemen
Kearsipan
Modern dan
Handal (dari
manual ke

digital);

Membuat
pengelolaan
elektronik
Peraturan Wali

Probolinggo.

pedoman
arsip

berupa

Kota

1. Perwali
tentang
Jadwal
Retensi

Arsip

2. Perwali

tentang
Pedo
man
Penga
wasan
Kearsip

an;

3. Perwali

tentang
Sistem
Informa
si
Kearsip
an Dina
mis
Terinte

grasi

Dinas
Perpustaka
an dan

kearsipan

Melakukan
pengelolaan arsip

sesuai aturan

Pengelolaan Arsip
Dinamis:

1. Penyusutan Arsip

1. Lapor
an
Hasil
Penyu

sutan

Dinas
Perpustaka
an dan

Kearsipan




Arsip

2. Pembinaan SDM | 2. 35 PD | Dinas
Pengelola dan Perpustaka
Arsip/Arsiparis Unit an dan
Kerja Kearsipan
yang
tertib
arsip
dina
mis
Pengelolaan arsip 281 Dinas
statis: Berkas Perpustaka
1. Preservasi Arsip yang an dan
dipreser Kearsipan
vasi
2.  Fumigasi Arsip 2000 Dinas
box Perpustaka
an dan
Kearsipan
Monitoring Tindak 27 Dinas
Lanjut Hasil Perang Perpustaka
Pengawasan (MTLHP) kat an dan
kearsipan internal Daerah Kearsipan
yang di
monev
Mengimplementa Operasional Aplikasi Dinas
sikan digitalisasi pengelolaan arsip SRIKAN Perpustaka
arsip; digital DI an dan
(Sistem Kearsipan

Informa




si

Kearsip

an
Dinamis
Terinte
grasi)
Indeks Melakukan Koordinasi dengan |(KUA-PPAS | BPPKAD
pengelolaan pengelolaan Bappedalitbang dan
Keuangan keuangan  secara |melakukan sinkronisasi
tepat dan sesuai |terkait prioritas
aturan,; pembangunan dengan
Perangkat Daerah dalam
penyusunan KUA-PPAS
Sinkronisasi usulan |RKA- BPPKAD
anggaran Perangkat |APBD
Daerah melalui Desk /
Paparan di hadapan
TAPD
Melakukan konsolidasi |Informa BPPKAD
dan pengunggahan |si Pengelo
dokumen pengelola [laan
keuangan daerah Keuang
an Daerah
Melakukan update |Revisi BPPKAD
Peraturan tentang |atas
Perbendaharaan sesuai |Perwali
dengan aturan yang |atau
berlaku secara Nasional |Kebijak
an  serta
Prosedur
Penata
usahaan
Keuang

an




Melakukan pembinaan
Penatausahaan dengan
Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis

Mening
katkan
nya
Kompe
tensi
dan
Kapabili
tas
Bendaha
ra
Perang
kat
Daerah
dan
SKPKD
dilingku
ngan
Pemerin
tah Kota
Proboli

nggo

BPPKAD

Melakukan Rekonsiliasi
Perbendaharaan  tepat

waktu

Berita
Acara
Rekonsi

liasi

BPPKAD

Pemberian reward
kepada Perangkat
Daerah yang melakukan
Penatausahaan dengan
tepat sesuai dengan

aturan

Bendaha
ra
Perang
kat
Daerah
dan
SKPKD
yang
terampil

BPPKAD




Meningkatkan PAD- Laporan BPPKAD
Pendapatan Realisasi

Pendapa

tan
Memverifikasi APBD BPPKAD
[perencanaan anggaran
Merencanakan RKBMD BPPKAD
kebutuhan BMD dan

RKPBM

D
Penyusunan Analisis Analisis BPPKAD
Laporan Laporan
Pertanggungjawaban Pertang
Pelaksanaan APBD gungja

waban

Pelaksa

naan

APBD
Konsolidasi Laporan Laporan BPPKAD
Keuangan Perangkat Keuang
Daerah, BLUD dan an
Laporan Keuangan Perang
Pemerintah Daerah kat

Daerah,

BLUD

dan

Laporan

Keuang

an

Pemerin

tah

Daerah




Probolinggo dan

Penyusunan Tanggap BPPKAD
Tanggapan/Tindak an/Tin
Lanjut terhadap LHP | dak
BPK atas Laporan Lanjut
Pertanggungjawaban terhadap
Pelaksanaan APBD LHP BPK
atas
Laporan
Pertang
gungja
waban
Pelaksa
naan
APBD
Koordinasi, Penyele BPPKAD
Sinkronisasi, dan saian
Penyelesaian Tuntutan Tuntut
Perbendaharaan dan an
Tuntutan Kerugian Perben
Daerah dahara
an dan
Tuntut
an
Kerugian
Daerah
Koordinasi dan Rancang | BPPKAD
Penyusunan Rancangan an
Peraturan Daerah Peratur
tentang an
Pertanggungjawaban Daerah
Pelaksanaan APBD Kota tentang




Rancangan Peraturan
Wali Kota Probolinggo
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kota

Probolinggo

Pertang
gungja
waban
Pelaksa
naan
APBD
Kota
Proboli
nggo dan
Rancang
an
Peratur
an Wali
Kota
Proboli
nggo
tentang
Penjabar
an
Pertang
gungja
waban
Pelaksa
naan
APBD
Kota
Proboli

nggo

Indeks
Pengelolaan

Aset

Melakukan

pengelolaan atas

aset

dengan

sesuai

kaidah

Penyusunan dokumen

lkebutuhan BMD

RKBMD
dan
RKPBM
D

BPPKAD




dan aturan yang [Pelaksanaan Hasil BPPKAD
berlaku Rekonsiliasi dan Rekonsi
Inventarisasi BMD liasi dan
Inventari
sasi
BMD
Pemerin
tah Kota
Proboli
nggo
Pelaksanaan Penyele
Pengamanan BMD saian
kasus
Indeks Penyusunan Koordinasi Notulen Bagian
Pemerintah Laporan penyusunan LPPD hasil Pemerintah
an Daerah Penyelenggaraan koordina | an Setda
Pemerintah si
Daerah Pengumpulan data Data Bagian
dan capaian indikator capaian Pemerintah
LPPD IKK an Setda
LPPD
Melaksanakan forum Laporan Bagian
sinergitas dan desk kegiatan Pemerintah
data dan capaian an Setda
indikator LPPD
Melakukan analisis Data IKK | Bagian
atas pencapaian LPPD Pemerintah
indikator LPPD an Setda
Input dan memeriksa Data IKK | Bagian
kebenaran data dan LLPD Pemerintah
capaian indikator yang an Setda
LPPD pada aplikasi telah
Provinsi dan diinput

Kemendagri




Menyusun LPPD LPPD Bagian
Pemerintah
an Setda

Reviu LPPD oleh APIP Berita Bagian

Acara Pemerintah
Reviu an Setda
LPPD

Pengiriman buku Buku Bagian

LPPD ke Gubernur LPPD Pemerintah

dan Mendagri terkirim an Setda

Evaluasi LPPD oleh Laporan Bagian

Tim Provinsi dan Kertas Pemerintah

Pusat Kerja an Setda

Evaluasi

LPPD /

Berita

Acara

hasil

evaluasi

LPPD

n.a Pengembangan Menyusun peta proses Peta Bag.

proses bisnis bisnis sesuai dengan proses Organisasi
instansi dan unit; pedoman ketentuan bisnis Setda

yang berlaku dan kota

sesuai dengan tugas proboli

dan fungsi serta nggo dan

dokumen rencana Perang

strategis dan Rencana kat

Aksi organisasi Daerah

Mengevaluasi Peta Laporan Bag.

Proses Bisnis dan SOP evaluasi Organisasi

Sesuai Dengan penyusu Setda

Efektivitas hubungan nan peta




kerja antar unit proses
organisasi untuk | bisnis
menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi
Penyelarasan Menjabarkan peta Tersu Bag.
Proses bisnis dan proses bisnis ke dalam sunnya Organisasi
SOP; SOP SOP Setda
yang
sesuai
dengan
peta
proses
bisnis
Mengevaluasi peta Laporan Bag.
proses bisnis dan SOP | monev Organisasi
sesuai dengan peta Setda
perkembangan proses
tuntutan efisiensi dan bisnis
efektivitas birokrasi dan SOP
Penataan Indeks Menerapkan prinsip-|1l. Melaksanakan Analisis [Dokumen |@a) Bagian
Sumber Daya Profesionalitas [prinsip Manajemen [Jabatan dan Analisis IAnalisis Organisasi
Manusia |Aparatur Sipil |Aparatur Sipil Beban Kerja Pegawai Jabatan
|IAparatur Negara; Negara secara IAparatur Sipil Negara di |dan Analisis

professional

Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo sesuai
dengan rencana
pemenuhan kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam jangka
menengah, yaitu untuk
kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan dan
[program prioritas

pembangunan yang

Beban Kerja
Pegawai
|Aparatur
Sipil Negara
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo




selaras dengan kinerja
utama instansi dan
dievaluasi setiap
tahunnya; (SEMUA
DIMENSI)

2. Menyusun Kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota
Probolinggo untuk proses
pengadaan serta

pembinaan dan

Dokumen
Penyusunan
Kebutuhan
Pegawai
IAparatur
Sipil Negara
di

Badan
Kepegawaian
dan
Pengembanga
n Sumber
Daya

Manusia Kota

Sipil Negara

pengembangan pola karier [Lingkungan [Probolinggo
dalam jangka menengah, [Pemerintah
lyaitu untuk kurun waktu [Kota
5 (lima) tahun ke depan, [Probolinggo
sesuai dengan komposisi
kelembagaan dan
dievaluasi setiap
tahunnya; (SEMUA
DIMENSI)
3. Melaksanakan Evaluasi [Dokumen |[(a) Bagian
Jabatan setiap tahun Evaluasi Organisasi
berdasarkan Standar Jabatan
Kompetensi Jabatan yang [untuk
telah ditetapkan; (SEMUA [seluruh
DIMENSI) Jabatan
|Aparatur




di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
4. Mengevaluasi Laporan Badan
Penyusunan Kebutuhan [Hasil Kepegawaian
Pegawai Aparatur Sipil Evaluasi dan
Negara di Lingkungan Penyusunan[Pengembang
Pemerintah Kota Kebutuhan [an Sumber
Probolinggo dalam jangka [Pegawai Daya
pendek, yaitu untuk JAparatur  [Manusia Kota
kurun waktu 1 tahun ke [Sipil Negara [Probolinggo
depan; (SEMUA DIMENS]) |di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo

dalam

jangka

pendek
5. Menyusun dan SE dan Badan
Menetapkan pedoman Peraturan |Kepegawaian
lyang mengatur tentang Wali Kota |dan
Pelaksanaan Peningkatan [Probolinggo [Pengembang
Kompetensi Melalui Jalur [yang an Sumber
Pendidikan bagi Pegawai |mengatur [Daya
Negeri Sipil di Lingkungan |tentang Manusia Kota
Pemerintah Kota Pelaksana |Probolinggo
Probolinggo; (DIMENSI an
KUALIFIKASI) Peningkatan

Kompetensi

Melalui




Jalur
Pendidikan
bagi
Pegawai
Negeri Sipil
di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
6. Menyelenggarakan Laporan Badan
Kegiatan Sosialisasi Hasil Kepegawaian
pedoman yang mengatur |Penyelengga|dan
tentang Pelaksanaan raan Pengembang
Peningkatan Kompetensi [Kegiatan an Sumber
Melalui Jalur Pendidikan [Sosialisasi [Daya
bagi Pegawai Negeri Sipil Manusia Kota
di Lingkungan Pemerintah Probolinggo
Kota Probolinggo secara
rutin dan terjadwal
melalui berbagai media;
(DIMENSI KUALIFIKASI)
7. Memfasilitasi Dokumen [Badan
Pengurusan Layanan peningkatanKepegawaian
Peningkatan Pendidikan |pendidikan [dan
bagi Pegawai Negeri Sipil Pengembang

di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo;
(DIMENSI KUALIFIKASI)

an Sumber
Daya
Manusia Kota

Probolinggo




8. Memfasilitasi Dokumen [Badan

Pengurusan Layanan Pengurusan [Kepegawaian

Pencantuman Gelar / Layanan dan

Peningkatan Pendidikan [Pencantum [Pengembang

bagi Pegawai Negeri Sipil |an Gelar / |an Sumber

di Lingkungan Pemerintah [PeningkatanDaya

Kota Probolinggo; Pendidikan [Manusia Kota

(DIMENSI KUALIFIKASI) Probolinggo

9. Menyusun Pedoman Pedoman [Badan

dan menyelenggarakan dan laporan [Kepegawaian

Kegiatan Peningkatan Penyelengga (dan

Kompetensi; (DIMENSI  [fraan Pengembang

KOMPETENSI) Kegiatan an Sumber
PeningkatanDaya
Kompetensi [Manusia Kota

Probolinggo

10. Menyusun dan Standar Badan

Menetapkan Standar Operasional [Kepegawaian

Operasional Prosedur Prosedur dan

Penilaian Kinerja Pegawai |[Penyusunan[Pengembang

bagi Pegawai Aparatur Penilaian  |an Sumber

Sipil Negara di Kinerja Daya

Lingkungan Pemerintah [Pegawai Manusia Kota

Kota Probolinggo, yang bagi Probolinggo

memuat mengenai Pegawai

pelaksanaan penilaian IAparatur

kinerja secara berkala Sipil Negara

lyang disertai dengan di

dialog kinerja untuk Lingkungan

memastikan tercapainya [Pemerintah

kontrak kinerja; (DIMENSI [Kota

KINERJA) Probolinggo

11. Melaksanakan Laporan Badan

Monitoring dan Evaluasi [Hasil Kepegawaian

Penggunaan Metode Pelaksana [dan

Penilaian Kinerja bagi an Pengembang




berisi tentang berbagai

macam ketentuan dan

Sipil Negara
di

Pegawai Aparatur Sipil Monitoring |an Sumber
Negara di Lingkungan dan Daya
Pemerintah Kota Evaluasi Manusia Kota
Probolinggo, secara lebih |[Penggunaan [Probolinggo
obyektif melalui Aplikasi |[Metode
e-kinerja; (MANAJEMEN [Penilaian
KINERJA) Kinerja

bagi

Pegawai

IAparatur

Sipil Negara

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
12. Menyusun Pedoman |[Buku Saku [Badan
Pembinaan Pegawai Pintar Kepegawaian
IJAparatur Sipil Negara di [Pembinaan [dan
Lingkungan Pemerintah [Pegawai Pengembang
Kota Probolinggo, yang IAparatur an Sumber

Daya

Manusia Kota

Pemerintah Kota

Disiplin

mekanisme terkait Lingkungan |[Probolinggo
Disiplin serta Kode Etik  |[Pemerintah

dan Kode Perilaku PegawaiKota

IAparatur Sipil Negara; Probolinggo

(DIMENSI DISIPLIN)

13. Menyelenggarakan Laporan Badan
Kegiatan Sosialisasi Hasil Kepegawaian
Penegakan Disiplin serta [Penyelenggaldan

Kode Etik dan Kode raan Pengembang
Perilaku Pegawai bagi Kegiatan an Sumber
Pegawai Aparatur Sipil Sosialisasi |Daya

Negara di Lingkungan Penegakan [Manusia Kota

Probolinggo




Probolinggo secara rutin
dan terjadwal melalui
berbagai media; (DIMENSI
DISIPLIN)

serta Kode
Etik dan
Kode
Perilaku
Pegawai
bagi
Pegawai
|Aparatur
Sipil Negara
di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
14. Melaksanakan Laporan Badan
Pembinaan Disiplin Hasil Kepegawaian
Pegawai secara berkala Pelaksana |dan
dalam rangka an Pengembang
mengoptimalkan Pembinaan [an Sumber
Implementasi Penegakan [Disiplin Daya
Peraturan Disiplin serta [Pegawai Manusia Kota
Kode Etik dan Kode secara Probolinggo
Perilaku Pegawai kepada |berkala
seluruh Pegawai Aparatur |dalam
Sipil Negara di rangka
Lingkungan Pemerintah |mengopti
Kota Probolinggo; malkan
(DIMENSI DISIPLIN) Implementa

si

Penegakan

Peraturan

Disiplin

serta Kode

Etik dan

Kode

Perilaku

Pegawai

kepada




seluruh
Pegawai
|JAparatur
Sipil Negara
di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
15. Memutakhirkan Data dan  [Badan
secara rutin data dan Informasi  |[Kepegawaian
informasi kepegawaian, [Kepegawai |dan
khususnya yang terkait |an terkait [Pengembang
dengan Dimensi dengan an Sumber
Kualifikasi; Dimensi Dimensi Daya
Kompetensi; Dimensi Kualifikasi; Manusia Kota
Kinerja; dan Dimensi Dimensi Probolinggo
Disiplin. (SEMUA Kompetensi;
DIMENSI) Dimensi

Kinerja; dan

Dimensi

Disiplin

lyang telah

dimutakhir

kan

Indeks Merit 1)Implementasi 1. Menyusun dan Standar Bagian
System; Manajemen AparaturMenetapkan Standar Kompetensi [Organisasi
Sipil Negara berbasis Kompetensi Manajerial, Manajerial,

Merit System;

Teknis, dan Sosial
Kultural untuk setiap

jabatan Aparatur Sipil

Teknis, dan
Sosial

Kultural




kurun waktu 5 tahun,

Sipil Negara

Negara di Lingkungan untuk

Pemerintah Kota seluruh

Probolinggo, yang Jabatan di

dievaluasi setiap tahunnyalLingkungan

dan sudah ditetapkan oleh[Pemerintah

Wali Kota Probolinggo; Kota

(ASPEK PENGEMBANGAN [Probolinggo

KARIR)*
Indeks Tata 1) Implementasi 2.1 Menyusun dan Dokumen |(a) Bagian
Kelola Manajemen AparaturMenetapkan Peta Jabatan [Peta Organisasi
Manajemen Sipil Negara berbasis|dan Rencana Kebutuhan Jabatan (b) Badan
IAparatur Sipil |Merit System; Pegawai Aparatur Sipil dan Kepegawaian
Negara. Negara di Lingkungan Rencana dan

Pemerintah Kota Kebutuhan [Pengembang

Probolinggo dalam jangka [Pegawai an Sumber

menengah, yaitu untuk  |Aparatur Daya

Manusia Kota

Probolinggo dalam jangka
menengah, yaitu untuk
kurun waktu 5 tahun

lyang dirinci menurut

Sipil Negara
di
Lingkungan

Pemerintah

berdasarkan Analisis di Probolinggo.
Jabatan dan Analisis Lingkungan

Beban Kerja, dirinci Pemerintah

menurut jabatan, Kota

pangkat, deskripsi tugas [Probolinggo

dan kualifikasi, serta telah|dalam

ditetapkan oleh Wali Kota fjangka

Probolinggo; (ASPEK menengah
PERENCANAAN

KEBUTUHAN)*

2.2 Menyediakan Dokumen [Badan
Rencana Pemenuhan Rencana Kepegawaian
Kebutuhan Aparatur Sipil [Pemenuhan (dan

Negara di Lingkungan Kebutuhan [Pengembang
Pemerintah Kota |Aparatur an Sumber

Daya
Manusia Kota

Probolinggo




nama jabatan, yang Kota

berasal dari Pengadaan  [Probolinggo

Calon Pegawai Negeri dalam

Sipil, Pegawai Pemerintah [jangka

dengan Perjanjian Kerja, [menengah

ataupun Pegawai Negeri

Sipil dari instansi lain;

(ASPEK PERENCANAAN

KEBUTUHAN)*

2.3 Menyediakan Dokumen [Badan
Rencana Pengadaan Rencana Kepegawaian
IJAparatur Sipil Negara di [Pengadaan [dan
Lingkungan Pemerintah |Aparatur Pengembang

Kota Probolinggo untuk
tahun berjalan, yang

Sipil Negara
di

an Sumber

Daya

dirinci menurut jumlah, [Lingkungan Manusia Kota
jenis jabatan, pangkat, Pemerintah |[Probolinggo
kualifikasi, kompetensi, |Kota

dan unit kerja, baik yang [Probolinggo

akan diisi dari Calon untuk

Pegawai Negeri Sipil, tahun

Pegawai Pemerintah berjalan

dengan Perjanjian Kerja,

ataupun Pegawai Negeri

Sipil dari instansi lain,

dan telah ditetapkan oleh

Wali Kota Probolinggo;

(ASPEK PENGADAAN)*

2.4 Menyusun dan Peraturan [Badan
Menetapkan Peraturan Wali Kota |[Kepegawaian
Wali Kota Probolinggo Probolinggo [dan

lyang mengatur tentang yang Pengembang




rangka Penyesuaian

Pengadaan Aparatur Sipil mengatur |an Sumber
Negara di Lingkungan tentang Daya
Pemerintah Kota Pengadaan [Manusia Kota
Probolinggo secara JAparatur  |[Probolinggo
terbuka, kompetitif, Sipil Negara
transparan, dan tidak di
diskriminatif; (ASPEK Lingkungan
PENGADAAN)* Pemerintah

Kota

Probolinggo
2.5 Menyusun dan Peraturan [Bagian
Menetapkan Peraturan Wali Kota |Organisasi
Wali Kota Probolinggo Probolinggo
[yang mengatur tentang  [yang
lAnalisis Jabatan dan mengatur
lAnalisis Beban Kerja tentang
Pegawai Aparatur Sipil IAnalisis
Negara di Lingkungan Jabatan
Pemerintah Kota dan Analisis
Probolinggo; (ASPEK Beban Kerja
PERENCANAAN Pegawai
KEBUTUHAN) |Aparatur

Sipil Negara

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
2.6 Melaksanakan Laporan Bagian
Penataan Kelembagaan di [Hasil Organisasi
Lingkungan Pemerintah [Pelaksana
Kota Probolinggo dalam  [an




Negeri Sipil

dengan ketentuan : Penataan
(@) Peraturan Menteri Kelembaga
Dalam Negeri Republik  jan di
Indonesia Nomor 90 Lingkungan
Tahun 2019; Pemerintah
(b) Keputusan Menteri |Kota
Dalam Negeri Republik Probolinggo
Indonesia Nomor 050
Tahun 2021.
(ASPEK PERENCANAAN
KEBUTUHAN)
3.1 Melaksanakan Laporan Badan
Penerimaan Calon PegawailHasil Kepegawaian
Negeri Sipil atau Pegawai [Pelaksana [dan
Pemerintah dengan an Pengembang
Perjanjian Kerja di Penerimaan [an Sumber
Lingkungan Pemerintah |Calon Daya
Kota Probolinggo atau Pegawai Manusia Kota
Pegawai Negeri Sipil dari |[Negeri Sipil [Probolinggo
instansi lain, yang atau
dilakukan secara terbuka [Pegawai
serta diumumkan secara [Pemerintah
luas melalui media dengan
regional dan nasional; Perjanjian
(ASPEK PENGADAAN)* Kerja di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo
atau
Pegawai




dari

instansi lain

3.2 Melaksanakan Laporan Badan
Kebijakan Pengisian Hasil Kepegawaian
Jabatan Pimpinan Tinggi [Pelaksana |dan
Pratama di Lingkungan [an Pengembang
Pemerintah Kota Kebijakan |an Sumber
Probolinggo secara Pengisian  [Daya
Terbuka dan Kompetitif, [Jabatan Manusia Kota
baik di tingkat regional Pimpinan [Probolinggo
maupun nasional serta  [Tinggi
Pengisian Jabatan Pratama di
IAdministrator dan Lingkungan
Jabatan Pengawas dengan |[Pemerintah
metode Assessment tanpa [Kota
adanya pengaduan. Probolinggo
(ASPEK PROMOSI DAN secara
MUTASI)* Terbuka

dan

Kompetitif
4 Menggunakan Hasil Dokumen [Badan
Penilaian Kinerja Sebagai |[Pembahas [Kepegawaian
Dasar dalam Penentuan [an dan
Keputusan Manajemen Penentuan [Pengembang
Terkait Pembinaan dan Keputusan [an Sumber
Pengembangan Karier Manajemen |[Daya
(Promosi, Mutasi, Demosi, [Terkait Manusia Kota
Rotasi, serta Pendidikan [Pembinaan [Probolinggo

dan Pelatihan) bagi
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo; (ASPEK
MANAJEMEN KINERJA)*

dan Pengem
lbangan
Karier
(Promosi,

Mutasi,




Demosi,
Rotasi,
serta
Pendidikan
dan
Pelatihan)
bagi
Pegawai
Negeri Sipil
di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
5. Menegakkan Kode Etik |Laporan Badan
dan Kode Perilaku PegawailHasil Kepegawaian
bagi Pegawai Aparatur Penegakan [dan
Sipil Negara di Kode Etik [Pengembang
Lingkungan Pemerintah |dan Kode [an Sumber
Kota Probolinggo Perilaku Daya
(ASPEK PENGHARGAAN, [Pegawai Manusia Kota
PENGGAJIAN, DAN bagi Probolinggo
DISIPLIN)* Pegawai

IAparatur

Sipil Negara

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
6.1 Menyediakan Profil |[Dokumen [Badan
Pegawai dari seluruh Profil Kepegawaian
Pegawai Aparatur Sipil Pegawai dan
Negara di Lingkungan dari seluruh[Pengembang




Pemerintah Kota
Probolinggo, yang disusun

berdasarkan Pemetaan

Pegawai
|Aparatur

Sipil Negara

an Sumber
Daya

Manusia Kota

Kompetensi atau Talenta |di Probolinggo
lyang telah dilakukan; Lingkungan
(ASPEK PENGEMBANGAN [Pemerintah
KARIR)* Kota

Probolinggo
6.2 Menyediakan Dokumen [Badan
Informasi tentang Hasil  |Analisis Kepegawaian
lAnalisis Kesenjangan Kesenjang |dan
Kualifikasi maupun an Pengembang
Kesenjangan Kompetensi [Kualifikasi [an Sumber
untuk seluruh Pegawai maupun Daya
Negeri Sipil di Lingkungan [Kesenjang [Manusia Kota
Pemerintah Kota an Probolinggo
Probolinggo; (ASPEK Kompetensi
PENGEMBANGAN KARIR)*untuk

Seluruh

Pegawai

Negeri Sipil

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
6.3 Menyediakan Dokumen [Badan
Informasi tentang Hasil  |Analisis Kepegawaian
lJAnalisis Kesenjangan Kesenjang |dan
Kinerja untuk Seluruh an Kinerja [Pengembang
Pegawai untuk seluruh untuk an Sumber
Pegawai Aparatur Sipil Seluruh Daya
Negara di Lingkungan Pegawai Manusia Kota




Pemerintah Kota untuk Probolinggo
Probolinggo; (ASPEK seluruh
PENGEMBANGAN KARIR)*[Pegawai

|JAparatur

Sipil Negara

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
6.4 Melaksanakan Laporan Badan
Peningkatan Kompetensi [Hasil Kepegawaian
Pegawai Aparatur Sipil Pelaksana |dan
Negara di Lingkungan an Pengembang
Pemerintah Kota Peningkatanfan Sumber
Probolinggo, melalui Kompetensi [Daya
Coaching, Councelling, dan [Pegawai Manusia Kota
Mentoring. (ASPEK IAparatur Probolinggo
PENGEMBANGAN KARIR)*|Sipil Negara

di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
7. Menyediakan Kebijakan [Kebijakan [Badan
Perlindungan Pegawai di [Perlindung [Kepegawaian
luar dari Jaminan an Pegawai ([dan
Kesehatan, Jaminan di luar dari [Pengembang
Kecelakaan Kerja, Jaminan an Sumber
Program Pensiun yang Kesehatan, [Daya
diselenggarakan secara |Jaminan Manusia Kota
nasional, seperti : Kecelakaan |[Probolinggo
Kebijakan Perlindungan [Kerja,
Hukum; Program Program




Persiapan Pensiun; dan  [Pensiun
Program Lainnya; (ASPEK [yang
PERLINDUNGAN DAN diselenggara
PELAYANAN)* kan secara

nasional
8. Mengembangkan Sistem Badan
Sistem Informasi Informasi |Kepegawaian
Kepegawaian Pemerintah [Manajemen |[dan
Kota Probolinggo yang Kepegawai [Pengembang
Berbasis online yang an an Sumber
terintegrasi dengan Sistem|[Pemerintah [Daya
Penilaian Kinerja, Kota Manusia Kota
Penegakan Disiplin, dan [Probolinggo [Probolinggo
Pembinaan Pegawai; lyang
(ASPEK SISTEM Berbasis
INFORMASI)* online yang

terintegrasi

dengan

Sistem

Penilaian

Kinerja,

Penegakan

Disiplin,

dan

Pembinaan

Pegawai

2) Penetapan UkuranMembuat Pohon Kinerja [Dokumen [Bagian
Kinerja Individu; atau Bukti Perjanjian dari [Pohon Organisasi

setiap Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo, yang
diturunkan dari Rencana
Strategis Pemerintah Kota

Probolinggo kemudian

Kinerja atau
Bukti
Perjanjian
dari setiap
Perangkat
Daerah di




kepada Kepala Perangkat [Lingkungan
Daerah sampai dengan Pemerintah
Jabatan Pelaksana untuk [Kota
melihat kesesuaiannya;  |[Probolinggo
(ASPEK MANAJEMEN
KINERJA)
3) Monitoring dan Melaksanakan Monitoring [Laporan Badan
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Capaian Hasil Kepegawaian
Individu secara Kinerja Pegawai per Monitoring |dan
Berkala; semester; (ASPEK dan Pengembang
MANAJEMEN KINERJA) [Evaluasi an Sumber
Capaian Daya
Kinerja Manusia Kota
Pegawai Probolinggo
bagi
Pegawai
IAparatur

Sipil Negara
di

Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo
per
Triwulan
4) Penguatan 1Melaksanakan Desk Laporan (a) Bagian
Implementasi Kinerja setiap tahun Hasil Organisasi
Reward and dalam rangka memastikan|[Pelaksana
(b) Badan
Punishment lbahwa Penyusunan an Desk
Kepegawaian
Berdasarkan Kinerja;[Indikator Kinerja Utama, [Kinerja 4
an
Indikator Kinerja Individu,
Pengembang

dan Perjanjian Kinerja




seluruh Pegawai Aparatur
Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah

an Sumber
Daya

Manusia Kota

Kota Probolinggo secara Probolinggo.
baik dan benar; (ASPEK
MANAJEMEN KINERJA)
2. Menyelenggarakan Laporan Badan
Kegiatan Sosialisasi Hasil Kepegawaian
Penilaian Kinerja bagi Penyelengga (dan
Pegawai Aparatur Sipil raan Pengembang
Negara di Lingkungan Kegiatan an Sumber
Pemerintah Kota Sosialisasi |Daya
Probolinggo, secara rutin [Penilaian |[Manusia Kota
terjadwal melalui berbagai [Kinerja bagi [Probolinggo
media; (ASPEK Pegawai
MANAJEMEN KINERJA) |[Aparatur
Sipil Negara
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo
5) Pengembangan Menyelenggarakan Laporan Badan
Kompetensi dan Kegiatan Pengembangan [Hasil Kepegawaian
Karir Aparatur Sipil [Kompetensi Pegawai Penyelengga (dan
Negara Berdasarkan |Aparatur Sipil Negara di [raan Pengembang
Hasil / Monitoring |[Lingkungan Pemerintah [Kegiatan an Sumber
dan Evaluasi Kinerja [Kota Probolinggo (ASPEK [Pengem Daya
dan Kebutuhan PENGEMBANGAN KARIR) |bangan Manusia Kota
Organisasi; Kompetensi [Probolinggo
Pegawai
|Aparatur

Sipil Negara
di




Lingkungan

Pemerintah
Kota
Probolinggo
sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi
6) Pemanfaatan Mengintegrasikan Sistem [Sistem Badan
Teknologi Informasi [Informasi Manajemen Informasi  |[Kepegawaian
dalam Manajemen |[Kepegawaian dengan Manajemen (dan
IAparatur Sipil Sistem Informasi Aparatur [Kepegawai [Pengembang
Negara; Sipil Negara yang dikelola [an an Sumber
oleh Badan Kepegawaian [Pemerintah [Daya
Negara Republik IndonesiaKota Manusia Kota
menuju optimalisasi Probolinggo |[Probolinggo
terselenggaranya Program [yang
Satu Data Indonesia Terintegrasi
melalui Sistem dengan
Pemerintahan Berbasis aplikasi
Elektronik; (ASPEK terkait di
SISTEM INFORMASI) Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo
7) Pengembangan 1. Melaksanakan Laporan Badan
Nilai-Nilai untuk Pelatihan Prajabatan / Hasil Kepegawaian
Menegakkan Pelatihan Dasar bagi Pelaksana [(dan
Integritas Aparatur |Calon Pegawai Negeri Sipil jan Pengembang
Sipil Negara; di Lingkungan Pemerintah [Pelatihan |[an Sumber

Kota Probolinggo; (ASPEK
PENGADAAN)*

Prajabatan
/ Pelatihan

Dasar bagi

Daya
Manusia Kota

Probolinggo




Calon
Pegawai
Negeri Sipil
di

Lingkungan

Pemerintah

Kota

Probolinggo
2. Menyusun dan Peraturan [Badan
Menetapkan Peraturan Wali Kota |Kepegawaian
Wali Kota Probolinggo Probolinggo |dan
lyang mengatur tentang lyang Pengembang
Pemberian Penghargaan [mengatur [an Sumber
lyang Bersifat Finansial tentang Daya
dan Nonfinansial Pemberian [Manusia Kota
Terhadap Pegawai Pengharga |Probolinggo
|JAparatur Sipil Negara di |an yang
Lingkungan Pemerintah [Bersifat
Kota Probolinggo yang Finansial
Berprestasi Luar Biasa, dan
dan sudah menjadi Nonfinansi
IAgenda Tahunan; (ASPEK [al Terhadap
PENGHARGAAN, Pegawai
PENGGAJIAN, DAN IAparatur
DISIPLIN)* Sipil Negara

di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo
yang
Berprestasi

Luar Biasa




3. Menyusun dan Peraturan [Badan
Menetapkan Peraturan Wali Kota [Kepegawaian
Wali Kota Probolinggo Probolinggo |dan
lyang mengatur tentang yang Pengembang
Pembayaran Tunjangan [mengatur [an Sumber
Kinerja sudah dikaitkan |tentang Daya
dengan memperhitungkan [PembayaranManusia Kota
hasil Penilaian Kinerja Munjangan [Probolinggo
sebagai faktor utama di ~ [Kinerja
samping disiplin kerja; sudah
(ASPEK PENGHARGAAN, [dikaitkan
PENGGAJIAN, DAN dengan
DISIPLIN)* memperhitu
ngkan hasil
Penilaian
Kinerja
sebagai
faktor
utama di
samping
disiplin
kerja
8)Pengembangan 1. Menyusun Peraturan [Peraturan [Badan
Implementasi Wali Kota Probolinggo Wali Kota |[Kepegawaian
Manajemen Talenta |tentang Manajemen Probolinggo [dan
(Talent Pool); Talenta bagi Pegawai tentang Pengembang
Negeri Sipil di Lingkungan [Manajemen [an Sumber

Pemerintah Kota
Probolinggo; (ASPEK
PENGEMBANGAN KARIR)

Talenta bagi
Pegawai
Negeri Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota

Probolinggo

Daya
Manusia Kota

Probolinggo




2. Menyelenggarakan Laporan Badan
|IAssessment secara Hasil Kepegawaian
mandiri untuk semua Penyelengga|dan
jabatan Aparatur Sipil raan Pengembang
Negara di Lingkungan IAssessment fan Sumber
Pemerintah Kota secara Daya
Probolinggo di luar untuk mandiri Manusia Kota
pelaksanaan seleksi untuk Probolinggo
sehingga dapat terbangun [semua
Talent Pool dan Kelompok [jabatan
Rencana Suksesi yang IAparatur
disusun berdasarkan Sipil Negara
Profil Aparatur Sipil di
Negara; (ASPEK Lingkungan
PENGEMBANGAN KARIR) [Pemerintah
Kota
Probolinggo
di luar
untuk
pelaksana
an seleksi
9) Penguatan 1. Menyediakan Data dan [Data dan [Badan
Database dan Sistem[Informasi Kepegawaian Informasi |Kepegawaian
Informasi secara lengkap, yang Kepegawai [(dan
Kepegawaian untuk [sudah dikelola berbasis |an Pengembang

Pengembangan Karir

dan Talenta
|Aparatur Sipil

Negara

teknologi, sudah
diperbarui secara berkala
(real time), yang disusun
menurut jabatan,
pangkat, unit kerja,
kualifikasi, dan
kompetensi, dan sudah

terintegrasi dengan data

an Sumber
Daya
Manusia Kota

Probolinggo




kepegawaian lainnya
(kinerja, disiplin) dalam
Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian
Pemerintah Kota
Probolinggo; (ASPEK
PERENCANAAN
KEBUTUHAN)*

2. Menyediakan Data
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Kota Probolinggo yang
akan memasuki Masa
Pensiun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun,
lyang dirinci menurut
jabatan, pangkat,
pendidikan terakhir, dan
lunit kerja, yang diperbarui
secara berkala (real time),
serta terintegrasi dalam
Sistem Informasi
Kepegawaian; (ASPEK
PERENCANAAN
KEBUTUHAN)*

Data
Pegawai
Negeri Sipil
di
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Probolinggo
lyang akan
memasuki
Masa
Pensiun
dalam
kurun
waktu 5

(lima) tahun

Badan
Kepegawaian
dan
Pengembang
an Sumber
Daya
Manusia Kota
Probolinggo

3. Mengelola Database
Terkait Penegakan
Disiplin, Pelanggaran Kode
Etik, dan Kode Perilaku
Pegawai yang dilakukan
Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan
Pemerintah Kota
Probolinggo, dan telah
terintegrasi dengan Sistem
Informasi Kepegawaian

Nasional yang dimiliki

Database
terkait
Penegakan
Disiplin,
Pelanggaran
Kode Etik,
dan Kode
Perilaku
Pegawai
yang
dilakukan

Pegawai

Badan
Kepegawaian
dan
Pengembang
an Sumber
Daya
Manusia Kota

Probolinggo




oleh Badan Kepegawaian
Negara Republik
Indonesia. (ASPEK

|Aparatur
Sipil Negara
di

PENGHARGAAN, Lingkungan
PENGGAJIAN, DAN Pemerintah
DISIPLIN)* Kota
Probolinggo
|Area Indeks Melakukan Mengadakan Laporan Bappedalit
Penguatan (Perencanaan Perencanaan Sosialisasi Juknis pelaksa bang
IAkuntabilitas Terintegrasi Dan | Musrenbang naan
Kinerja Perencanaan sosialisa
Yang Lintas si
Sektor Mengadakan Doku Bappedalitba
(Collaborative And | Musrenbang Tematik men ng
Crosscutting); Musren
bang
Tematik
Mengadakan Forum Berita Bappedalitba
Perangkat Daerah Acara ng
terhadap
Usulan
Musren
bang
Forum
Perang
kat
Daerah
Mengadakan Berita Bappedalitba
Musrenbang Kota Acara ng
Rancang

an RKPD




Mengadakan  Bimtek Laporan [Bappedalitba
Peningkatan Kapasitas Pelaksa |ng
LPM dalam naan
Perencanaan Bimtek
Pembangunan Daerah Pening
katan
Kapasi
tas LPM
dalam
Perenca
naan
Pemba
ngunan
Daerah
Nilai SAKIP Penguatan Menyusun pedoman | Perwali Bagian
keterlibatan akuntabilitas kinerja tentang Organisasi
pimpinan dan pedom Setda
seluruh an e
penanggung SAKIP
jawab dalam | Mengadakan Paparan | Doku Bappedalitba
perencanaan Ranwal Renja | men ng
kinerja, Perangkat Daerah | Ranwal
monitoring dan | dengan Wali Kota Dan | Renja
evaluasi kinerja, | TAPD Perang
serta  pelaporan kat
kinerja; Daerah
Peningkatkan Pemantauan Laporan Bagian
kualitas pencapaian kinerja capaian Organisasi
penyelarasan secara berkala oleh kinerja Setda
kinerja unit | pimpinan




kepada kinerja | Pemberian berita Bagian
organisasi  (goal | Pemahaman pada | acara/ Organisasi
and strategy pimpinan terkait nota Setda
cascade); kinerja yang harus dinas
dicapai dalam jangka laporan
menengah dan kinerja
yang diperjanjikan
setiap tahun
Pemantauan rencana Laporan Bagian
aksi kinerja secara evaluasi Organisasi
berkala oleh pimpinan LKjIP Setda
Peningkatan Monitoring dan Laporan Bagian
kualitas evaluasi Monev Organisasi
penyelarasan kinerja Setda
dokumen kinerja
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Melaksanakan Laporan Bagian
monitoring dan | monitoring dan monev Organisasi
evaluasi kinerja | evaluasi kinerja secara kinerja Setda
secara berkala; berkala
Pengembangan Mengintegrasikan SIPD Bappedalit
dan Sistem Informasi bang
pengintegrasian Perencanaan,
sistem informasi | Penganggaran dan
kinerja, Pelaporan
perencanaan, dan | Mengimplementasikan Doku Bappedalit
penganggaran SIPD men RKPD | bang
Operasional Galeri Doku Bappedalit
Perencanaan men bang
Monitori
ng dan
Evaluasi
Perenca

naan




Penguatan Sinkronisasi program | Laporan Bappedalit
implementasi dan kegiatan dengan | hasil bang
value for money | anggaran sesuai | sinkroni
dalam rangka | prioritas arah | sasi
merealisasikan kebijakan program
anggaran pembangunan Daerah dan
berbasis kinerja kegiatan
dengan
angga
ran
sesuai
prioritas
arah
kebijak
an
pembang
unan
Daerah
Penguat Maturitas Melakukan Menetapkan kebijakan Perwali Inspektorat
an SPIP Penguatan terkait SPIP SPIP
Pengawas implementasi Membangun SK Inspektorat
an SPIP di seluruh | Lingkungan Satgas
bagian Pengendalian SPIP
organisasi; Melakukan penilaian | Doku Inspektorat
resiko atas organisasi men
penilai
an
risiko
Melakukan  kegiatan Doku Inspektorat
pengendalian  untuk men
meminimalisir  risiko Rencana
yang telah Tindak
diidentifikasi Pengen




dalian

(RTP)
Menginformasikan dan Doku Inspektorat
mengkomunikasikan mentasi
Sistem Pengendalian dan
Internal (SPI) kepada | laporan
seluruh pihak terkait sosialisa
si SPIP
Melakukan Laporan Inspektorat
pemantauan Pelaksa
pengendalian intern naan
SPIP
Melakukan evaluasi Laporan Inspektorat
atas penerapan SPI Evaluasi
oleh  masing-masing SPIP
unit kerja
Penguatan Menetapkan kebijakan | Perwali Inspektorat
pengendalian tentang  penanganan | Gratifi
gratifikasi; gratifikasi Kasi
Melakukan publik | Banner Inspektorat
campaign informa
si
pengen
dalian
gratifika
si
Mengimplementasikan Laporan Inspektorat
penanganan gratifikasi tindak
lanjut
pengadu
an

gratifika

si




Melakukan evaluasi Laporan Inspektorat
atas kebijakan evaluasi
penanganan gratifikasi kebijak
an
penanga
nan
gratifika
si
Menindaklanjuti hasil Laporan Inspektorat
evaluasi atas Tindak
penanganan gratifikasi Lanjut
penanga
nan
gratifika
si
Kapabilitas Pemenuhan Rasio | Mendukung Doku Inspektorat
APIP APIP (pemenuhan | rekomendasi APIP men
jumlah ideal | dengan komitmen pemanta
aparatur pimpinan uan
pengawas); Tindak
Lanjut
Reko
mendasi
Hasil
Pemerik
saan
(TLRHP)
Mendukung Laporan Inspektorat
rekomendasi APIP Self
dengan komitmen Assess
SDM yang memadai ment
secara kualitas dan Hasil
kuantitas Pening
katan
Kapabili

tas APIP




Mendukung Laporan Inspektorat
rekomendasi APIP Self
dengan anggaran yang Assess
memadai ment
Hasil
Pening
katan
Kapabili
tas APIP
Memfokuskan APIP | Laporan Inspektorat
pada client dan audit | Self
berbasis risiko Assess
ment
Hasil
Peningka
tan
Kapabili
tas APIP
Penataan kelembagaan | SOTK Inspektorat
APIP sesuai ketentuan Inspekto
rat
Meningkatkan Peningkatan Peta Inspektorat
Kompetensi APIP; kompetensi APIP | kompe
sesuai standar dan | tensi
kebutuhan APIP
Pemenuhan jumlah | Penyusu Inspektorat
ideal APIP secara | nan
bertahap kebutu
han/
ABK
Jabatan
Fungsio
nal

Inspekto




rat

Opini BPK

Pembangunan Komitmen Perwali Inspektorat
unit kerja Zona | Pembangunan ZI
Integritas Menuju | (Akumulatif)
WBK/WBBM Pemetaan Unit Kerja | Perwali Inspektorat
untuk membangun ZI
Mengusulkan Unit | Penghar Inspektorat
Kerja yang memenuhi | gaan
sebagai Zona Integritas | WBK
menuju Wilayah Bebas
Korupsi
Mengusulkan Unit | Penghar Inspektorat
Kerja yang ditetapkan | gaan
sebagai sebagai Zona | WBBM
Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi
menjadi Zona
Integritas menuju
Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani
Penguatan Menetapkan Kebijakan SOP Inspektorat
penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadu
pengaduan dan an
komplain Masyara
kat
Mengimplementasikan Laporan Inspektorat
penanganan Hasil
pengaduan masyarakat Pemerik
saan
Pengadu
an

Masyara




kat

Menindaklanjuti hasil | e Rekom Inspektorat
penanganan endasi
pengaduan masyarakat Lapor
an
Hasil
Peme
riksa
an
Penga
duan
Masya
rakat
e Evalua
si
Lapor
an
Hasil
Peme
Riksa
an
Penga
duan
Masya
Rakat

Menindaklanjuti hasil | Rekom Inspektorat
evaluasi penanganan endasi
pengaduan masyarakat evaluasi
Laporan
Hasil

Pemerik

saan




Pengadu
an
Masyara

kat

Penguatan
efektivitas
manajemen

risiko;

Melakukan reviu /
evaluasi penilaian
kematangan

penerapan manajemen
risiko  seluruh  unit

kerja

Laporan
reviu /
evaluasi
penilai
an
kemata
ngan
penerap
an
manaje
men
risiko
seluruh
unit

kerja

Inspektorat

Pelaksanaan
pemantauan
benturan

kepentingan;

Melaksanakan
evaluasi penanganan

benturan kepentingan

Laporan
Hasil
evaluasi
penanga
nan
bentur
an
kepenti

ngan

Inspektorat

Menindaklanjuti hasil
evaluasi penanganan

benturan kepentingan

Laporan
Hasil
Tindak
Lanjut
evaluasi

penanga

Inspektorat




nan

bentur
an
kepenti
ngan
Melakukan Audit ketaatan Laporan Inspektorat
pengelolaan dan Hasil
akuntabilitas Pemerik
keuangan sesuai saan
kaidah dan
aturan yang
berlaku;
Penguatan Menetapkan kebijakan | Perwali Inspektorat
pengendalian tentang penanganan Gratifik
gratifikasi; gratifikasi asi
Melakukan Melakukan publik Banner Inspektorat
pengelolaan dan | campaign informa
akuntabilitas si
keuangan sesuai pengen
kaidah dan dalian
aturan yang gratifika
berlaku; si
Mengimplementasikan Laporan Inspektorat
penanganan gratifikasi tindak
lanjut
pengadu
an
gratifika
si
Melakukan evaluasi Laporan Inspektorat
atas kebijakan evaluasi
penanganan gratifikasi kebijak

an




penanga
nan
gratifika

si

Menindaklanjuti hasil
evaluasi atas

penanganan gratifikasi

Laporan
Tindak
Lanjut
penanga
nan
gratifika

si

Inspektorat

Pemenuhan Rasio
APIP (pemenuhan
jumlah ideal
aparatur

pengawas);

Mendukung
rekomendasi APIP
dengan komitmen

pimpinan

Doku
men
pemanta
uan
Tindak
Lanjut
Rekome
ndasi
Hasil
Pemerik
saan

(TLRHP)

Inspektorat

Mendukung

rekomendasi APIP
dengan komitmen SDM
yang memadai secara

kualitas dan kuantitas

Laporan
Self
Assess
ment
Hasil
Pening
katan
Kapabili
tas APIP

Inspektorat




Mendukung Laporan Inspektorat
rekomendasi APIP Self
dengan anggaran yang | Assess
memadai ment
Hasil
Pening
katan
Kapabili
tas APIP
Memfokuskan APIP | Laporan Inspektorat
pada client dan audit Self
berbasis risiko Assess
ment
Hasil
Pening
katan
Kapabili
tas APIP
Penataan kelembagaan SOTK Inspektorat
APIP sesuai ketentuan Inspekto
rat
Meningkatkan Peningkatan Peta Inspektorat
Kompetensi APIP; kompetensi APIP | kompe
sesuai standar dan tensi
kebutuhan APIP
Pemenuhan jumlah Penyusu | Inspektorat
ideal APIP secara | nan
bertahap kebutuh
an /
ABK
Jabatan
Fungsio

nal




Inspekto

rat
Pembangunan Komitmen Perwali Inspektorat
unit kerja Zona | Pembangunan ZI
Integritas Menuju | (Akumulatif):
WBK/WBBM Pemetaan Unit Kerja | Perwali Inspektorat
untuk membangun ZI:
Mengusulkan Unit | Penghar Inspektorat
Kerja yang memenuhi gaan
sebagai Zona Integritas | WBK
menuju Wilayah Bebas
Korupsi
Mengusulkan Unit | Penghar Inspektorat
Kerja yang ditetapkan gaan
sebagai Zona Integritas | WBBM
menuju Wilayah Bebas
Korupsi menjadi Zona
Integritas menuju
Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani
Penguatan Menetapkan Kebijakan SOP Inspektorat
penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadu
pengaduan dan an
komplain Masyara
kat
Mengimplementasikan Laporan Inspektorat
penanganan Hasil
pengaduan masyarakat Pemerik
saan
Pengadu

an




Masyara

kat

Menindaklanjuti hasil
penanganan

pengaduan masyarakat

Rekomen
dasi
Laporan
Hasil
Pemerik
saan
Pengadu
an
Masyara
kat
Evaluasi
Laporan
Hasil
Pemerik
saan
Pengadu
an
Masyara

Kat

Inspektorat

Menindaklanjuti hasil
evaluasi penanganan

pengaduan masyarakat

Rekomen
dasi
evaluasi
Laporan
Hasil
Pemeriksa
an
Pengadua
n
Masyarak

at

Inspektorat




Penguatan
efektivitas
manajemen

risiko;

Melakukan reviu /
evaluasi penilaian
kematangan penerapan
manajemen risiko

seluruh unit kerja

Laporan
reviu /
evaluasi
penilai
an
kemata
ngan
penerap
an
manaje
men
risiko
seluruh
unit

kerja

Inspektorat

Melaksanakan evaluasi
penanganan benturan

kepentingan

Laporan
Hasil
evaluasi
penanga
nan
bentur
an
kepenti

ngan

Inspektorat

Menindaklanjuti hasil
evaluasi penanganan

benturan kepentingan

Laporan
Hasil
Tindak
Lanjut
evaluasi
penanga
nan
bentur
an

kepenti

Inspektorat




ngan

Melakukan Audit ketaatan Laporan Inspektorat
pengelolaan dan Hasil
akuntabilitas Pemerik
keuangan sesuai saan
kaidah dan
aturan yang
berlaku;
Indeks Tata | Melakukan Meningkatkan Jumlah Bagian
Kelola Pengelolaan Kompetensi SDM PBJ SDM Pengadaan
Pengadaan Barang dan Jasa yang Barang
Barang & | sesuai aturan berkom dan Jasa
Jasa peten Setda
Meningkatkan Nilai Bagian
Kematangan Level Pengadaan
UKPBJ UKPBJ Barang
dan Jasa
Setda
Peningkat (Indeks Melakukan Menetapkan kebijakan Perwali Bagian
an Pelayanan penguatan tentang Standar tentang Organisasi
Kualitas Publik implementasi Pelayanan dan Standar Setda
Pelayanan kebijakan bidang | Maklumat Pelayanan Pelayan
Publik pelayanan publik an dan
(Standar maklum
Pelayanan, at
Maklumat pelayan
Pelayanan, SKM) an pada
PD
Melakukan reviu dan Laporan Bagian
perbaikan atas hasil Organisasi
standar pelayanan reviu Setda




secara berkala standar

pelayan

An
Pengembangan Pendampingan dalam Website Bagian
dan penyediaan sarana masing- Organisasi
pengintegrasian informasi publik baik masing Setda
sistem informasi | secara online/ offline PD
pelayanan publik menye
dalam rangka diakan
peningkatan informa
akses publik si publik
dalam rangka terkait
memperoleh pelayan
informasi an dan
pelayanan; bersifat

interak

tif
Pengelolaan Migrasi media Media Bagian
pengaduan pengaduan pelayanan pengadu Organisasi
pelayanan publik publik terintegrasi dari an Setda
secara terpadu, View Probolinggo ke LAPOR
tuntas dan LAPOR HANDAL HANDAL
berkelanjutan Monitoring Rekap Bagian
dalam rangka penanganan laporan Organisasi
memberikan pengaduan pelayanan Tindak Setda
akses kepada publik Lanjut
publik dalam Pengadu
mendapatkan an
pelayanan yang
baik;
Peningkatan Meningkatkan Rekapitu | Bagian
pelayanan publik teknologi informasi lasi Organisasi
berbasis dalam memberikan Aplikasi Setda
elektronik dalam pelayanan pelayan
rangka an
memberikan publik




pelayanan yang yang
mudah, murah, terinte
cepat, dan grasi
terjangkau. Melakukan Pelayan Bagian
peningkatan fitur an Organisasi
pelayanan online publik Setda
secara terus menerus online
guna peningkatan yang
pelayanan publik mudah
diakses
oleh
masyara
kat
Penciptaan Penjaringan dan Laporan Bagian
pengembangan, pengembangan inovasi pengem Organisasi
dan pelembagaan di bidang pelayanan bangan Setda
inovasi pelayanan publik inovasi
publik dalam Melaksanakan Laporan Bagian
rangka evaluasi pelaksanaan hasil Organisasi
percepatan inovasi untuk evaluasi Setda
peningkatan mendapatkan inovasi inovasi
kualitas unggulan
pelayanan publik; Sosialisasi Penguatan Laporan Bappedalit
dan Penciptaan Hasil bang
Inovasi Daerah Sosialisa
si
Penguat
an dan
Pencipta
an
Inovasi

Daerah




Mengikuti  Kompetisi Doku Bappedalit
Inovasi tingkat | men bang
Nasional dan Provinsi Rekapan
Jumlah
Peserta
Kompeti
si
Inovasi
tingkat
Nasional
dan
Provinsi
Mengadakan Inovator Bappedalit
Penganugerahan Berpres bang
Inovasi Daerah tasi
Tingkat Perangkat Tingkat
Daerah dan Perang
Masyarakat Umum kat
Daerah
dan
Masyara
kat
Umum
Pengembangan Melaksanakan Laporan Bagian
sistem pelayanan | pendampingan Bimbing Organisasi
dengan pengembangan sistem an Setda
mengintegrasikan pelayanan MPP yang Teknis
pelayanan pusat, | terintegrasi Pendam
Daerah dan pingan
bisnis dalam Mal 0SS
Pelayanan Publik;
Hasil Survei Pengukuran Melaksanakan Survei Laporan Bagian
Kepuasan kepuasan Kepuasan Masyarakat hasil Organisasi
Masyarakat masyarakat SKM Setda

secara berkala;




Pelaksanaan Melakukan monitoring Laporan Bagian
monitoring dan dan evaluasi monev Organisasi
evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayan Setda
pelaksanaan pelayanan publik an
kebijakan publik
pelayanan publik
secara berkala
Mendorong PD | Pembinaan kepada Laporan Bagian
untuk seluruh PD  untuk Pembina | Organisasi
melaksanakan melaksanakan survei an Setda
survei kepuasan | kepuasan masyarakat; Survei
masyarakat; Kepuas
an
Masyara
kat
Meningkatkan Mengumumkan hasil Memuat Bagian
tindak lanjut dari SKM dan dapat hasil Organisasi
Laporan Hasil diakses secara terbuka SKM Setda
Survei Kepuasan telah
Masyarakat. dipublik
asikan
pada
website/
media
sosial
PD/ di
ruang
terbuka
PD
Menindaklanjuti Rekome Bagian
Laporan Hasil Survei ndasi Organisasi
Kepuasan dengan perbaik Setda
memberikan sanksi/ an hasil
reward kepada PD IKM

terkait




Melakukan perbaikan
pelayanan secara

terus menerus

Hasil
evaluasi

SKM

Bagian
Organisasi

Setda

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
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